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ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022; bahwa berdasarkan hasil evaluasi

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018

dan 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan dokumen

perencanaan dengan indikator kinerja yang relevan baik untuk tujuan, dan sasaran

serta target-target kinerja jangka menengah agar dapat disimpulkan keberhasilan

yang dapat dicapai selama periode RPJMD; bahwa adanya perubahan kebijakan

mendasar berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional, antara

lain : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024; bahwa terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah; bahwa status capaian indikator daerah yang juga bagian dari

Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah, banyak mengalami bias akibat

pemberlakuan beberapa regulasi dan adanya pengaruh dari Pandemi Covid-19

pada Tahun 2020 ini; bahwa guna penyelarasan isu strategis pembangunan, visi,

misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan

pembangunan, program prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan

program pembangunan daerah maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 perlu untuk disesuaikan; bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten

Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-

2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033; Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; Peraturan Daerah Kabupaten

Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tebo sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016-2021, di

mana dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Lampiran Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 masih tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020, serta ketentuan Lampiran diubah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2020.

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Penjelasan: 3 Halaman

Batang Tubuh : 10 Halaman


